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LAMPIRAN 1 

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Apa dilakukan closing antara fiskus dengan Wajib Pajak sebelum dikeluarkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar? 

2. Apa yang terjadi pada saat closing? 

3. Apakah faktur pajak yang dianggap tidak ada oleh fiskus telah disampaikan Wajib 

Pajak pada saat closing? 

4. Apakah tanggapan fiskus terhadap penjelasan Wajib Pajak terkait faktur pajak yang 

dipermasalahkan tersebut? 

5. Apakah surat pengajuan keberatan langsung disampaikan kepada KPP atau melalui 

pos? 

6. Apakah kesulitan dalam pengajuan keberatan dan banding? 

7. Mengapa perusahaan tetap mengajukan keberatan dimana nominal yang diperkarakan 

dapat terbilang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya menggunakan jasa 

konsultan? 

8. Apakah pengajuan keberatan dan banding ini membutuhkan proses yang cukup 

panjang? 

9. Apakah proses pengajuan keberatan dan banding terbilang cukup mudah 

10. Apakah pengajuan keberatan dan banding ini merugikan bagi Wajib Pajak terkait 

dengan kasus ini? 
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LAMPIRAN 2 

 

Pewawancara : Rendi Wijaya 

Narasumber : Bapak Felix – Konsultan Pajak PT Indopherin Jaya 

 

Pewawancara : “Apa dilakukan closing antara fiskus dengan Wajib Pajak sebelum 

dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar?” 

Bpk. Felix : “Iya dilakukan closing dulu dong sebelum mereka mengeluarkan SKP. Jadi 

kita melakukan pertemuan dengan orang pajak.” 

 

Pewawancara : “Apa yang terjadi pada saat closing?” 

Bpk. Felix : “Yang terjadi saat closing, pembahasan akhir. Jadi, kita pernah masukin surat 

untuk (ehm) jawabin mereka, tanggapan, sanggahan atas hasil pemeriksaan sudah kita kasih. 

Nah, pada saat closing itu mereka menunjukkan surat kita lalu temuan merka apa. Nah itu 

dilakukan pembahasan. Dilakukan pembahasan menurut kita seperti apa, sanggahannya 

bagaimana, lalu nanti kita sampaikan ke orang pajak, ke fiskus. Tergantung mereka. Mereka 

bisa menolak, setuju atau (hmmm) tidak setuju. (hmmm) jadi sanggahan atau temuannya bisa 

dibatalkan atau  bisa tetap dipertahankan, gitu.” 
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Pewawancara : “Apakah faktur pajak yang dianggap tidak ada oleh fiskus telah disampaikan 

Wajib Pajak pada saat closing?” 

Bpk. Felix : “Sudah. Sudah pernah. Jadi faktur pajak yang (batuk) dianggap tidak ada oleh 

fiskus itu sudah pernah kita sampaikan. Jadi pada saat closing itu, beberapa kita bawakan 

sampelnya. Fotocopyannya kita sampaikan. Tapi, nah menurut fiskus itu, mungkin (hmmm) 

mungkin mereka masih belum percaya karena (hmm) mereka punya kebijakan tersendiri. 

Jadi,tetap dipertahankan penemuannya.” 

 

Pewawancara : “Apakah tanggapan fiskus terhadap penjelasan Wajib Pajak terkait faktur 

pajak yang dipermasalahkan tersebut?” 

Bpk. Felix : “Nah (ehem) tanggapannya itu mereka ada yang setuju ada yang enggak. Nah 

tapi untuk kasus yang faktur pajak ini kebetulan mereka enggak setuju semua. Jadi memang 

mereka hasil temuannya itu dipertahankan. Jadi, faktur pajaknya itu tetap (hmmm) 

dipermasalahkan oleh mereka karena menurut mereka itu mereka punya program yang 

terhubung antara kantor pajak dengan kantor pajak lain.Dimana, (hmmm) faktur pajak 

menurut KPP lain itu tidak (hmmm) tidak belum dilaporkan. Sehingga mereka tidak percaya.” 
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Pewawancara : “Apakah surat pengajuan keberatan langsung disampaikan kepada KPP atau 

melalui pos?” 

Bpk. Felix : “Oh untuk surat pengajuan keberatan ini kita sampaikan langsung ke KPP. Ke 

TPT. Jadi di bagian bawah itu ada seperti kaya kita melaporkan  SPT biasa aja. Kita ngajuin 

keberatan, gitu. Jadi lapor kaya seperti lapor biasa aja gitu.” 

 

Pewawancara : “Apakah kesulitan dalam pengajuan keberatan dan banding?” 

Bpk. Felix : “(ehemmm) Kesulitannya ya? Mungkin kalo kesulitan itu kita butuh waktu 

yang cukup lama, biayanya (hmmm) juga cukup besar. Jadi kan (hmmm)  mungkin kita harus 

tunggu juga kita bolak balik ke kantor pajak, lalu kita jadi mengajukan keberatan lalu ke 

banding pengadilan. Ya mungkin dari sisi itu ya kesulitannya.” 

 

Pewawancara : “Mengapa perusahaan tetap mengajukan keberatan dimana nominal yang 

diperkarakan dapat terbilang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya menggunakan jasa 

konsultan?” 

Bpk. Felix : “Oh. Itu karena (ehemmm) Kita memang sebelumnya memang sudah pernah 

bahas dengan manajemen. Jadi bagaimana ini bahwa nilai yang disengketakan ini kan nilainya 

tidak terlalu besar. Tapi manajemen kami berpendapat bahwa memang ini adalah hak kita. 

Kita sudah menjalankan kewajiban. Bagaimana kalo misalkan kita sudah menjalankan 

kewajiban tapi hak kita tidak diberikan. Nah manajemen tidak mau. Jadi bagaimanapun, 
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berapapun nilainya selama kita benar. Kita perjuangkan. Gitu. Jadi, ya kita ambil aja jalur 

hukum.” 

 

Pewawancara : “Apakah pengajuan keberatan dan banding ini membutuhkan proses yang 

cukup panjang?” 

Bpk. Felix : “Untuk keberatan dan banding bisa dibilang prosesnya cukup panjang. Karena 

pada saat keberatan ini kita harus masukinnya ada jangka waktunya. Lalu keberatan itu seinget 

saya diproses satu tahun baru dikeluarkanlah keputusan hasil keberatan. Lalu dalam jangka 

waktu tiga bulan kita harus mengajukan banding. Nah, di banding itu sendiri juga makan 

waktu lagi, Bisa lama bisa cepet tergantung dari majelis. Nah, jadi kalo dibilang ini 

membutuhkan proses yang panjang. Ya jelas, karena ini lebih dari satu tahun. 

 

Pewawancara : “Apakah proses pengajuan keberatan dan banding terbilang cukup mudah?” 

Bpk. Felix : “(hmmm) Jadi kalau dibilang cukup mudah sih, (hmmm) ya dibilang boleh 

juga cukup mudah karena (hmmm) jadi kita memang punya hak gitu. Kita tetep diberikan hak 

untuk mengajukan keberatan dan banding apabila memang menurut wajib pajak itu (hmmm) 

sengketa ini mau dilanjutkan. Jadi ya mudahnya adalah dari sisi orang pajak dan pengadilan 

tetap membuka pintu  bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak mereka untuk mendapatkan 

hak mereka.” 
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Pewawancara : “Apakah pengajuan keberatan dan banding ini merugikan bagi Wajib Pajak 

terkait dengan kasus ini?” 

Bpk. Felix : “Ya kalau dibilang ini ya lumayan karena kalau kita nilai dari sisi waktu, ini 

waktunya panjang, lama dan biaya yang dikeluarkan juga enggak sedikit. Kita untuk mengurus 

biaya ini juga cukup besar. Jadi selain makan waktu dan biaya ini kan. Waktu itu kan enggak 

bisa dinilai. Jadi kita. Contoh, karena kita ngurusin kasus ini, kita jadi (hmmm) mengerjakan 

laporan tertunda. Iya kan?  Kita harus mengurus yang keberatan, banding, nah kita ada perlu 

bikin terbitin surat, lapor ke KPP, bolak-balik pengadilan. Itu kan semua juga ada biaya. Lalu 

mungkin pengurusan dengan jasa konsultan ada biaya lagi. Jadi (hmmm) tentu saja ini ya 

merugikan juga untuk kita dari segi waktu dan biaya.” 

































































Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2013 tgl 20 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197/PMK.03/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/PMK.03/2010  tentang  Batasan  Pengusaha  Kecil  Pajak
Pertambahan Nilai;

    b. bahwa  dalam  rangka  memberikan  kemudahan  kepada  pengusaha  yang  memiliki  peredaran
bruto  dan/atau  penerimaan  bruto  tertentu,  perlu  melakukan  penyesuaian  terhadap  ketentuan
mengenai  batasan  pengusaha  kecil  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a;

    c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang­Undang  Nomor  42  Tahun  2009,  perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

             

Mengingat : Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/PMK.03/2010  tentang  Batasan  Pengusaha  Kecil  Pajak
Pertambahan Nilai;

     

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

             

    Pasal I

    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

    1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

      Pasal 1

      (1) Pengusaha  kecil  merupakan  pengusaha  yang  selama  1  (satu)  tahun  buku  melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau  Jasa Kena Pajak dengan  jumlah peredaran bruto
dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah).

      (2) Jumlah  peredaran  bruto  dan/atau  penerimaan  bruto  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)



adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

      (3) Bagi  pengusaha  orang  pribadi  yang  dikecualikan  dari  kewajiban  menyelenggarakan
pembukuan,  pengertian  tahun  buku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  tahun
kalender.

    2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

      Pasal 4

      (1) Pengusaha wajib melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak,
apabila  sampai  dengan  suatu  bulan  dalam  tahun  buku  jumlah  peredaran  bruto  dan/atau
penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

      (2) Kewajiban  melaporkan  usaha  untuk  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling  lama akhir bulan berikutnya setelah
bulan  saat  jumlah  peredaran  bruto  dan/  atau  penerimaan  brutonya  melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

    3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

      Pasal 5

      (1) Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal
Pajak  secara  jabatan  dapat  mengukuhkan  pengusaha  tersebut  sebagai  Pengusaha  Kena
Pajak.

      (2)Direktur  Jenderal  Pajak  dapat  menerbitkan  surat  ketetapan  pajak  dan/atau  surat  tagihan
pajak  untuk  Masa  Pajak  sebelum  pengusaha  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau
penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

    4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

      Pasal 7

      Dalam hal  pengusaha  telah dikukuhkan  sebagai  Pengusaha Kena Pajak dan  jumlah peredaran
bruto  dan/atau  penerimaan  brutonya  dalam  1  (satu)  tahun  buku  tidak  melebihi
Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah),  Pengusaha  Kena  Pajak  dapat
mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

       

    Pasal II

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

    Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan  Menteri  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

         

         

          Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

 

          MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK
INDONESIA,

 

             

          ttd.  

             

          MUHAMAD CHATIB BASRI  

             

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

   

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                    REPUBLIK INDONESIA,

   

             

                                       ttd.    

             

                       AMIR SYAMSUDIN    
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